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Abstract 
The goals of this study is to determine and analyze the growth of direct expenditure, indirect 
expenditure, and equity funds as well as to determine simultaneous and partial influence of direct 
and indirect expenditure on equity funds. Sample of the study consists of 11 districts/towns in 
Central Sulawesi that is selected with purposive sampling method. Method of analysis is 
descriptive and multiple linear regressions. The result find that the average growth of both direct 
and indirect expenditure is decreased while the average of equity funds has been increasing. The 
result of simultaneous test indicates that direct and indirect expenditures have significant influence 
on equity funds. Determinant coefficient of R-Square value of 0,770 that indicates the influence of 
direct and indirect expenditure on equity funds is 77,00%, while 23,00% influenced by variables 
that are mot studied. 
Keywords: direct expenditure, indirect expenditure, and equity funds 
 
Aspek penting dalam menjalankan 
otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
adalah adanya penyerahan beberapa 
kewenangan dari pemerintah pusat kepada 
daerah. Salah satu kewenangan yang diserahkan 
kepada daerah adalah masalah pengelolaan 
keuangan daerah baik dalam hal mengelola 
penerimaan daerah maupun mengalokasikan 
anggaran belanja yang tertuang dalam anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD). 
Berkaitan dengan penyusunan APBD, 
pemerintah daerah dituntut untuk 
mengedepankan pengalokasian belanja-belanja 
yang berkaitan dengan penyediaan sarana 
prasarana kebutuhan masyarakat di daerah. Hal 
ini tentunya sangat erat kaitannya dengan upaya 
peningkatan pelayanan publik yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakatnya di daerah. Disamping itu 
pengalokasian belanja daerah juga diupayakan 
untuk hal-hal produktif yang dapat mendorong 
pertumbuhan investasi di daerah agar 
pembangunan dapat berjalan dengan cepat. 
Tuasikal (2008) mengemukakan bahwa 
proses penyusunan sampai implementasinya, 
APBD memiliki berbagai permasalahan, salah 
satunya adalah pengalokasian sumber-sumber 
pendapatan daerah yang diperuntukan untuk 
kepentingan publik, baik alokasi dana untuk 
belanja langsung maupun tidak langsung. Hal 
ini memang disadari bahwa anggaran yang yang 
tersedia pada umumnya lebih banyak 
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 
pembiayaan belanja pegawai (gaji dan 
tunjangan PNS). 
APBD merupakan rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah 
(Permendagri No. 13/2006). Sedangkan 
Mardiasmo (2002:11) mengemukakan bahwa 
anggaran daerah atau APBD merupakan 
instrumen kebijakan utama bagi pemerintah 
daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya 
pengembangan kapabilitas dan efektivitas 
pemerintah daerah. 
Struktur APBD sebagaimana diatur dalam 
Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan 
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satu kesatuan yang meliputi: pendapatan daerah, 
belanja daerah dan pembiayaan derah. 
Mahsun (2011:95) mengemukakan bahwa 
belanja daerah merupakan semua pengeluaran 
dari rekening kas umum daerah yang 
mengurang ekuitas dana, merupakan kewajiban 
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
daerah.. Sedangkan Halim (2007:70) 
mengemukakan bahwa belanja daerah adalah 
pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk melaksanakan wewenang dan 
tanggung jawab kepada masyarakat dan 
pemerintah di atasnya. 
Belanja daerah dipergunakan dalam 
rangka mendanai pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari 
urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang 
penanganannya dalam bagian atau bidang 
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar 
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan 
ketentuan perundang-undangan. Belanja 
menurut kelompok belanja terdiri dari belanja 
tidak langsung dan belanja langsung 
(Permendagri No. 13/2006). 
Permendagri No. 13/2006 mendefinisikan 
belanja tidak langsung merupakan belanja yang 
dianggarkan tidak terkait secara langsung 
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang 
terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, 
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja 
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 
Sementara Belanja langsung merupakan belanja 
yang dianggarkan terkait secara langsung 
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang 
terdiri dari belanja pegawai,belanja barang dan 
jasa serta belanja modal. 
Ekuitas pada neraca pemerintah daerah 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2005 dikenal dengan ekuitas dana yaitu 
kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 
pada tanggal laporan. 
Halim (2007:120) menyatakan bahwa 
ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih 
yang merupakan selisih antara jumlah asset 
dengan kewajiban. Pada dasarnya, ekuitas dana 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, 
atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan 
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar. 
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo 
akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 
Ekuitas dana dapat dikelompokkan menjdi : 
ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan 
ekuitas dana cadangan.  
Berdasarkan pada uraian tersebut, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk 
mengetahui dan menganalisis pertumbuhan 
belanja langsung, belanja tidak langsung dan 
ekuitas dana pada Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah.; 2) untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh belanja langsung dan belanja tidak 
langsung secara simultan maupun secara parsial 
terhadap ekuitas dana pada Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tengah. 
 
METODE  
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 
mendeskrptifikan pengaruh variabel bebas 
(belanja langsung dan tidak langsung) terhadap 
variabel terikat (ekuitas dana). 
Penelitian ini juga menggunakan 
pendekatan kuantitatif karena menurut analisis 
dan jenis datanya, penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif karena data yang disajikan 
dalam penelitian ini merupakan data dalam 
bentuk angka. Sugiyono (2012:15) menyatakan 
bahwa data kuantitatif merupakan data yang 
berbentuk angka atau data kualitatif yang 
diangkakan (skoring). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 11 Kabupaten/Kota se-Sulawesi 
Tengah dengan Penarikan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik penarikan 
purposive sampling dengan
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pertimbangan bahwa Kabupaten/Kota tersebut 
telah melaksanakan penyusunan laporan 
keuangan untuk Tahun Anggaran 2012-2014. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: variabel bebas (belanja langsung 
(X1) dan belanja tidak langsung (X2)) dan 
variabel terikat (ekuitas dana (Y)). Defenisi 
operasional masing-masing variabel penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Belanja Langsung (X1) 
Belanja yang dianggarkan terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan 
kegiatan. 
2. Belanja Tidak Langsung (X2) 
Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan 
kegiatan.. 
3. Ekuitas Dana (Y) 
Mencerminkan kekayaan bersih pemerintah 
daerah yang merupakan selisih antara aset 
dan kewajiban pemerintah daerah. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 
seluruhnya menggunakan data sekunder berupa 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 
Anggaran 2012 – 2014 yang telah di audit oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik 
Indonesia dengan teknik pengumpulan data 
melalui: studi pustaka, wawancara dan 
dokumentasi. 
Teknik analisa data yang digunakan pada 
penelitian ini meliputi:  
1. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif dengan menggunakan 
rasio pertumbuhan yang bertujuan untuk 
mengukur seberapa besar kemampuan  
pemerintah daerah dalam meningkatkan 
keberhasilan yang telah dicapainya dari 
periode ke periode berikutnya yang diukur 
dengan rumus : 
 
                                 (BLt – BLt-1) 
Pertumbuhan BL =   
                                         BLt-1 
 
                                   (BTLt – BTLt-1) 
Pertumbuhan BTL =   
                                          BTLt-1 
 
                                 (EDt – EDt-1) 
Pertumbuhan ED =   
                                       EDt-1 
 
Keterangan: 
BL: Belanja Langsung 
BTL: Belanja Tidak Langsung 
ED: Ekuitas Dana 
 
2. Pengujian Asumsi Klasik 
Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis 
regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat 
dipergunakan (valid) untuk mencari 
peramalan, maka akan dilakukan pengujian 
asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, 
uji autokorelasi dan normalitas. 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel bebas yaitu: belanja langsung (X1), 
dan belanja tidak langsung (X2) terhadap 
variabel terikat yaitu ekuitas dana (Y). 
Operasionalisasi persamaan regresi linier 
berganda pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Dimana: 
Y  = Ekuitas Dana  
a  = Konstanta 
b1 = Koefisien regresi belanja langsung 
b2 = Koefisien regresi belanja tidak  
           langsung 
X1 = Belanja langsung 
X2 = Belanja tidak langsung 
e  = error / variabel pengganggu 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertumbuhan Belanja Langsung 
Berdasarkan data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja 
langsung pada 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah rata-rata sebesar 18,25% sebagaimana 
yang terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Pertumbuhan Belanja Langsung 
Tahun Anggaran 2012-2014 (dalam persen) 
2012 2013 2014
Kab. Banggai -      41.26  25.19   33.23    
Kab. Banggai Kepulauan -      18.36  (24.37)  (3.01)     
Kab. Buol -      32.92  13.83   23.38    
Kab. Donggala -      24.98  4.56     14.77    
Kab. Morowali -      25.62  (42.69)  (8.53)     
Kab, Parigi Moutong -      18.91  23.82   21.37    
Kab. Poso -      8.33    34.35   21.34    
Kab. Sigi -      9.33    15.34   12.33    
Kab. Tojo Una-Una -      9.73    27.09   18.41    
Kab. Tolitoli -      44.29  6.74     25.52    
Kota Palu -      60.90  23.02   41.96    
Rata-rata 26.79  9.72     18.25    
Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran Rata-
rata
 
Rata-rata pertumbuhan belanja langsung  
pada Tahun Anggaran 2014 lebih rendah 
dibandingkan pada Tahun Anggaran 2013 yaitu 
hanya sebesar 9,72%. Sementara bila dilihat 
dari daerahnya, maka terdapat 2 (dua) daerah 
yang rata-rata pertumbuhan belanja 
langsungnya negatif yaitu Kabupaten Banggai 
Kepulauan sebesar -3,1% dan Kabupaten 
Morowali sebesar -8,53%. Hal ini disebabkan 
karena adanya pertumbuhan negatif yang relatif 
cukup besar yang terjadi di 2 (dua) daerah 
tersebut yaitu pada Kabupaten Banggai 
Kepulauan sebesar -24,37% dan Kabupaten 
Morowali sebesar -42,69%. 
Pertumbuhan negatif pada belanja 
langsung di Kabupaten Banggai Kepulauan 
disebabkan karena turunnya beberapa jenis 
penerimaan yang diterima dari pemerintah pusat 
di Tahun Anggaran 2014 seperti dana alokasi 
khusus (DAK) yang turun sebesar 15,57%, dana 
penyesuaian turun sebesar 8,56% dan yang 
paling besar penurunannya adalah dana bagi 
hasil pajak sebesar 57,62%. Dengan turunnya 
penerimaan DAK tersebut tentu saja akan 
mengurangi alokasi pada belanja langsungnya 
terutama pada belanja modalnya, karena alokasi 
DAK pada umumnya digunakan untuk 
pemenuhan penyediaan sarana prasarana 
kebutuhan dasar masyarakat di daerah. 
Belanja langsung di Kabupaten Donggala 
berdasarkan tabel tersebut juga memperlihatkan 
turunnya pertumbuhan yang relatif cukup 
rendah di Tahun Anggaran 2014 yaitu sebesar 
4,56%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 
pertumbuhannya mencapai 24,98%. Seperti 
halnya yang dialami oleh daerah lain, turunnya 
pertumbuhan belanja langsung di Kabupaten 
Donggala juga disebabkan oleh turunnya 
beberapa komponen pendapatan terutama dari 
penerimaan dana transfer yang relatif cukup 
signifikan yaitu penerimaan DAK sebesar 
21,16% dan dana bagi hasil pajak sebesar 
35,59%. Disamping itu, turunnya pertumbuhan 
belanja langsung tersebut juga disebabkan oleh 
realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 
91,91%. 
Kemudian pada pertumbuhan negatif di 
Kabupaten Morowali, juga disebabkan karena 
turunnya beberapa komponen pendapatan 
daerah baik dari PAD maupun dana transfer dari 
pusat dan propinsi. Pada penerimaan PAD, 
terlihat bahwa Tahun Anggaran 2014 terjadi 
penurunan penerimaan yang cukup signifikan 
yaitu sebesar 35,25% dibandingkan penerimaan 
pada Tahun Anggaran 2013. Turunnya 
penerimaan PAD tersebut disebabkan oleh 
turunnya penerimaan dari retribusi daerah yang 
sangat signifikan yaitu sebesar 50,03% yang 
disebabkan adanya pemekaran daerah baru yaitu 
Kabupaten Morowali Utara. Dengan adannya 
daerah pemekaran tersebut dengan sendirinya 
mengakibatkan potensi retribusi daerah yang 
sebelum pemekaran menjadi potensi Kabupaten 
Morowali beralih ke Kabupaten Morowali 
Utara.  
Disamping turunnya penerimaan dari 
PAD, pertumbuhan negatif pada Kabupaten 
Morowali juga disebabkan turunnya penerimaan 
dari transfer pemerintah pusat seperti DAK 
yang turun sebesar 11,44%, dana bagi hasil 
pajak dan bukan pajak sebesar 49,00%, dana 
penyesuaian sebesar 34,90% serta dana bagi 
hasil pajak dari propinsi sebesar 22,64%. 
Turunnya beberapa komponen pendapatan 
daerah tersebut tentunya mengakibatkan 
turunnya alokasi belanja daerah terutama pada 
belanja langsung Khusus pada belanja modal, 
turunnya beberapa komponen penerimaan 
tersebut berimbas pada turunnya alokasi belanja 
modal sebesar 43,97% sehingga akan
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berdampak pula pada ekuitas dana yang dimiliki 
oleh pemerintah daerah. 
Belanja langsung pada Kabupaten Tolitoli 
juga mengalami penurunan pada Tahun 
Anggaran 2016 yaitu sebesar 6,74% dari 
pertumbuhan sebesar 44,29% di Tahun 
Anggaran 2013. Turunnya pertumbuhan belanja 
langsung tersebut bukan disebabkan oleh 
turunnya pendapatan daerah tetapi disebabkan 
karena anggaran yang di alokasikan untuk 
belanja tidak langsung yang lebih tinggi. 
Peningkatan alokasi belanja tidak langsung 
tersebut salah satunya disebabkan karena 
adanya peningkatan anggaran belanja hibah 
pada Tahun Anggaran 2014 yang mencapai 
178,15% berkaitan dengan digelarnya 
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXV 
Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 
2014. 
 
Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung 
Berdasarkan data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja tidak 
langsung pada 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah rata-rata pada kisaran 4,51% 
sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 
berikut ini: 
 
Tabel 2. Pertumbuhan Belanja Tidak 
Langsung Tahun Anggaran 2012 –2014 
(dalam persen) 
2012 2013 2014
Kab. Banggai -      7.80    8.18     7.99      
Kab. Banggai Kepulauan -      9.78    (23.14)  (6.68)     
Kab. Buol -      (2.86)   13.17   5.16      
Kab. Donggala -      10.50  7.44     8.97      
Kab. Morowali -      7.13    (46.62)  (19.74)   
Kab, Parigi Moutong -      13.92  4.02     8.97      
Kab. Poso -      7.79    14.81   11.30    
Kab. Sigi -      9.20    10.70   9.95      
Kab. Tojo Una-Una -      6.01    8.40     7.21      
Kab. Tolitoli -      5.18    13.92   9.55      
Kota Palu -      8.10    5.77     6.94      
Rata-rata 7.51    1.51     4.51      
Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran Rata-
rata
 
Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja 
tidak langsung cenderung menurun, dari 7,51% 
di Tahun Anggaran 2013 menjadi hanya 1,51% 
di Tahun Anggaran 2014. Penurunan rara-rata 
pertumbuhan belanja tidak langsung tersebut 
disebabkan oleh adanya pertumbuhan negatif 
pada 2 (dua) daerah yang relatif cukup tinggi 
yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar               
-23,14%  dan Kabupaten Morowali sebesar -
46,62%. 
Pertumbuhan negatif Tahun Anggaran 
2014 di Kabupaten Banggai Kepulauan 
disebabkan karena berkurangnya alokasi DAU 
di Tahun Anggaran 2014 dibandingkan dengan 
Tahun Anggaran 2013 sebesar -22,25%, 
sementara pertumbuhan negatif yang relatif 
cukup tinggi di Kabupaten Morowali juga 
disebabkan karena turunnya penerimaan alokasi 
DAU yang sangat signifikan dibandingkan pada 
Tahun Anggaran 2013 yaitu sebesar -53,40%. 
Hal ini sebagai akibat dari adanya pemekaran di 
kedua daerah tersebut, dimana Kabupaten 
Morowali mengalami pemekaran 1 (satu) daerah 
baru yaitu Kabupaten Morowali Utara dan pada 
Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami 
pemekaran 1 (satu) daerah baru yaitu Kabupaten 
Banggai Laut. Dengan adanya daerah baru hasil 
pemekaran tersebut tentunya besaran DAU yang 
akan diterima juga semakin berkurang karena 
dihitung berdasarkan kemampuan fiskal daerah 
sehingga penerimaan DAU akan lebih rendah 
dibandingkan sebelum adanya pemekaran. 
Pertumbuhan belanja tidak langsung pada 
Kabupaten Donggala pada Tahun Anggaran 
2014 terlihat lebih rendah dibandingkan 
pertumbuhan pada Tahun Anggaran 2013 yaitu 
sebesar 7,44%. Sebagaimana halnya pada 
pertumbuhan belanja langsung, turunnya 
pertumbuhan belanja tidak langsung juga 
disebabkan oleh tingkat pencapaian realisasi 
belanja daerah yang hanya mencapai 91,91% 
dari target yang telah direncanakan. 
Kemudian pada Kabupaten Parigi 
Moutong, pertumbuhan belanja tidak langsung 
menunjukkan pertumbuhan yang relatif cukup 
rendah yaitu hanya mencapai 4,02%, sementara 
dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa 
pertumbuhan belanja langsung mencapai 
23,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Parigi 
Moutong dalam mengalokasikan anggarannya 
pada APBD Tahun Anggaran 2014 lebih 
diprioritaskan pada belanja langsung, yang 
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diperkuat pula dari hasil data yang yang 
diperoleh juga menunjukkan bahwa alokasi 
belanja modal pada Tahun Anggaran 2014 
mengalami peningkatan sebesar 16,54%. 
Kota Palu sebagai ibukota Propinsi 
Sulawesi Tengah, dari data yang diperoleh 
menunjukkan pertumbuhan belanja tidak 
langsungnya selalu dibawah 10%, lebih rendah 
bila dibandingkan dengan pertumbuhan belanja 
langsung yang relatif lebih tinggi. Hal ini 
tentunya mengindikasikan adanya keinginan 
dari Pemerintah Kota Palu untuk lebih 
memprioritaskan anggarannya pada belanja 
langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan 
program dan kegiatan. Upaya ini mulai terwujud 
pada Tahun Anggaran 2014 dimana anggaran 
belanja langsungnya lebih besar dibandingkan 
dengan belanja tidak langsung.  
Postur APBD pada masing-masing 
pemerintah daerah berbeda-beda tergantung 
pada kebijakan strategis pemerintah daerah 
dalam mengalokasikan anggarannya, tetapi 
dengan semakin tingginya anggaran yang 
dialokasikan pada belanja yang tidak 
menyangkut pelaksanaan program dan kegiatan 
maka percepatan pelaksanaan pembangunan di 
daerah juga akan mengalami keterlambatan. 
Dari 11 Kabupaten/Kota, terdapat 5 daerah yang 
relatif cukup baik dalam memprioritaskan 
anggarannya dengan mengurangi alokasi 
belanja tidak langusngnya yaitu Kabupaten 
Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala, 
Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi 
Moutong dan Kota Palu. 
 
Pertumbuhan Ekuitas Dana 
Hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan 
ekuitas dana dari Tahun Anggaran 2012 hingga 
2014 sebesar 11,53% yang secara rinci dapat 
dilihat pada tabel berkut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Pertumbuhan Ekuitas Dana Tahun 
Anggaran 2012-2014 (dalam persen) 
2012 2013 2014
Kab. Banggai -      12.11  15.08   13.59    
Kab. Banggai Kepulauan -      14.53  (10.70)  1.91      
Kab. Buol -      (2.65)   17.96   7.65      
Kab. Donggala -      13.85  14.10   13.98    
Kab. Morowali -      13.31  3.90     8.61      
Kab, Parigi Moutong -      11.69  16.36   14.02    
Kab. Poso -      (4.21)   22.30   9.05      
Kab. Sigi -      14.59  17.66   16.13    
Kab. Tojo Una-Una -      11.99  12.11   12.05    
Kab. Tolitoli -      23.27  6.09     14.68    
Kota Palu -      12.96  17.41   15.18    
Rata-rata 11.04  12.02   11.53    
Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran Rata-
rata
 
Pertumbuhan ekuitas dana justru 
menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang 
meningkat dengan rata-rata sebesar 11,53%. Hal 
ini tentunya mengindikasikan bahwa pemerintah 
daerah berupaya untuk memprioritaskan 
anggarannya pada belanja-belanja yang dapat 
meningkatkan ekuitas dananya. 
Dari 11 daerah tersebut, Kabupaten 
Banggai Kepulauan merupakan daerah dengan 
rata-rata pertumbuhan nilai ekuitas dana paling 
rendah yaitu hanya sebesar 1,91% yang 
disebabkan oleh turunnya ekuitas dana pada 
Tahun Anggaran 2014 sampai pada 
pertumbuhan negatif sebesar -10,70% sebagai 
akibat dari adanya pertumbuhan negatif pada 
komponen ekuitas dana investasi sebesar -
13,81% pada Tahun Anggaran 2014. 
Pertumbuhan negatif ekuitas dana pada 
Kabupaten Banggai Kepulauan karena adanya 
mutasi kurang pos aset lain-lain berupa 
penyerahan asset ke Kabupaten Banggai 
Kepulauan sehubungan dengan pemekaran 
sebagai daerah otonom baru yang mencapai Rp. 
332.841.156.632,33. 
Kabupaten Buol, pada Tahun Anggaran 
2013 juga mengalami pertumbuhan negatif 
sebesar -2,65%. Pertumbuhan negatif tersebut 
sebagai akibat dari turunnya nilai pada ekuitas 
dana investasi yang berasal dari aset tetap 
sebesar 12,38% sehubungan dengan 
dilaksanakannya sensus Barang Milik Daerah 
(BMD) untuk perolehan nila asset sampai 
dengan tahun 2012. 
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Pertumbuhan ekuitas dana pada 
Kabupaten Morowali juga mengalami 
penurunan pada Tahun Anggaran 2014 yaitu 
sebesar 3,90% dibandingkan dengan Tahun 
Anggaran 2013 yang mencapai 13,31%. 
Berbeda halnya dengan yang terjadi pada 
Kabupaten sebelumnya, turunnya pertumbuhan 
ekuitas pada Kabupaten Morowali disebabkan 
oleh turunnya nilai ekuitas dana lancar hingga 
pada nilai negatif yaitu Rp. -16.904.093.325,92, 
sementara pada Tahun Anggaran 2013 masih 
mencapai Rp. 30.786.612.432,09. Kondisi ini 
disebabkan oleh adanya dana yang harus 
disediakan untuk pembayaran utang jangka 
pendek yang mencapai Rp. 105.201.540.130,94. 
Kemudian, Kabupaten Poso juga 
mengalami pertumbuhan negatif pada Tahun 
2013 yaitu mencapai 4,21% yang disebabkan 
oleh turunnya nilai pada ekuitas dana investasi 
sebesar 5,48% sebagai akibat dari adanya 
penghapusan aset pada sejumlah SKPD, dimana 
nilai penghapusannya mencapai                                    
Rp. 316.677.838.500,-. 
Ekuitas dana sebagaimana diatur dalam PP 
No. 24/2005 meliputi ekuitas dana lancar, 
ekuitas dana investasi dan ekuitas dana 
cadangan, tetapi dalam pelaksanaannya 
sebagian besar Kabupaten/Kota di Propinsi 
Sulawesi Tengah tidak membentuk dana 
cadangan hanya di Kabupaten Parigi Moutong 
pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013 serta 
Kabupaten Sigi pada Tahun Anggaran 2014. 
 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
 
Uji Normalitas 
Hasil uji normalitas data dalam penelitian 
ini adalah menunjukkan bahwa data normal, 
seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini: 
 
 
Gambar 1. Normal P-P Plot of Regression 
Standardized Residual 
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa grafik 
normal probability plot of regresison 
standardized menunjukan pola grafik yang 
normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang 
menyebar di sekitar garis diagonal dan 
penyebarannya mengikuti garis diagonal. 
Dengan demikian maka dapat disimpulkan 
bahwa model regresi layak dipakai karena 
memenuhi asumsi normalitas. 
 
Uji Multikolinearitas 
Hasil Uji multikolinearitas dengan 
menggunakan variance Inflation Factor (VIF) 
seperti pada tabel berikut: 
 
Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas 
 Varibel Independen 
Collinearity Statistics 
Tolerance  VIF 
Belanja Langsung  (X1) 0,990 1,010 
Belanja Tidak Langsung  
(X2) 
0,890 1,640 
 
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa 
nilai VIF dari variabel-variabel independen 
dalam model regresi yang digunakan kurang 
dari angka 10 sedangkan nilai Tolerance lebih 
besar dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel-variabel tersebut tidak terdapat 
gejala multikolinearitas. 
 
Uji Autokorelasi 
Hasil uji Durbin-Watson ditunjukan 
dengan tabel berkut ini : 
 
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .878a .770 .755 4.17952E10 1.698 
a. Predictors: (Constant), belanja tak langsung, belanja langsung 
b. Dependent VariaBelanja langsunge: ekuitas dana 
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Tabel tersebut memperlihatkan bahwa 
nilai Durbin-Watson adalah 1,698, dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 
model regresi tidak terdapat masalah 
autokorelasi. 
 
Uji Heterokedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik 
scatterplot pada gambar 4.1 di bawah ini: 
              
 
Gambar 2. Scatter Plot Uji 
Heterokedastisitas 
 
Gambar tersebut menunjukan bahwa tidak 
ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar 
secara acak diatas maupun dibawah angka 0 
pada sumbu Y. Hal ini dapat berarti tidak terjadi 
heterokodastisitas pada model regresi. 
 
Hasil Regresi 
Hasil analisis regresi linear berganda 
dengan dugaan pengaruh belanja langsung dan 
belanja tidak langsung terhadap  terhadap 
ekuitas dana pada Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah, dapat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Berganda 
Dependen Variabel Y = Ekuitas Dana 
Variabel 
Koefisien 
Regresi 
Standar 
Error 
t Sig 
C   = 
Constanta  
17092598843,021 12366899186,872 1,382 0,177 
X1 = Belanja  
       
Langsung 
2,395 0,242 9,908 0,000 
X2 = Belanja  
       Tidak  
       
Langsung 
0,075 0,030 2,515 0,017 
 R-                                     = 0,878 
 R-Square                           = 0,770      F-Statistik   = 50,291 
 Adjusted R-Square            = 0,755      Sig. F         = 0,000 
Sumber: Hasil Regresi 
 
Model regresi yang diperoleh dari tabel 
diatas adalah: 
Y = 1.7092.598.843,021 +  2,395X1 + 0,0,075X2 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan: 
1. Untuk nilai constanta  sebesar  
1.7092.598.843,021  berarti ekuitas dana 
pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah  
sebelum adanya variabel independen adalah 
sebesar 1.7092.598.843,021. 
2. Belanja langsung (X1) dengan koefisien 
regresi 2,395 ini berarti terjadi pengaruh 
yang positif antara belanja langsung dan 
ekuitas dana. Artinya bahwa setiap belanja 
langsung 1 satuan akan meningkatkan ekuitas 
dana sebesar 2,395 satuan pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. 
3. Belanja tidak langsung (X2) dengan koefisien 
regresi 0,075 ini berarti terjadi pengaruh 
yang positif antara belanja tidak langsung 
dan ekuitas dana. Arinya bahwa setiap terjadi 
penambahan belanja tidak langsung 1 satuan 
akan mengakibatkan terjadi penambahan 
ekuitas dana sebesar 0,075 satuan pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. 
Pengujian Hipotesis  
1. Pengujian Hipotesis Pertama 
Hasil uji determinasi (kehandalan 
model) memperlihatkan nilai R-Square 
sebesar 0,770 atau sebesar 77,00%. Hal ini 
berarti bahwa sebesar 77,00% variabel tidak 
bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, 
selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Hasil perhitungan juga diperoleh Fhitung 
sebesar 50,291  pada taraf nyata ά sebesar 
0,05 atau α < 0,05, dan  nilai signifgikansi F 
sebesar 0,000, sehingga dapat dinyatakan 
bahwa  secara bersama-sama (simultan) 
variabel bebas mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap variabel tidak bebasnya. 
Dengan demikian maka hipotesis pertama 
yang menyatakan bahwa: Belanja langsung 
dan belanja tidak langsung secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap ekuitas dana 
pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah   
berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti. 
2. Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga 
a. Belanja langsung (X1) 
Hasil perhitungan dperoleh nilai koefisien 
regresi sebesar 2,395, sementara tingkat 
signifikasi t sebesar 0,000 dengan nilai sig 
t<0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Hasil 
ini menunjukkan bahwa variabel belanja 
langsung mempunyai pengaruh dan 
signifikan terhadap ekuitas dana pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 
sehingga hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa: Belanja langsung 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ekuitas dana pada Kabupaten/ 
Kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan 
hasil uji-t ternyata terbukti. 
b. Belanja tidak langsung (X2) 
Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 
regresi sebesar 0,075, sementara tingkat 
signifikasi t sebesar 0,017 dengan nilai sig 
t < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
belanja tidak langsung mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap ekuitas 
dana pada Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah, sehingga hipotesis ketiga yang 
menyatakan bahwa: Belanja tidak 
langsung berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ekuitas dana pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 
berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti. 
Pembahasan 
Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak 
Langsung Terhadap Ekuitas Dana Pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah 
Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) 
menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan antara belanja langsung dan tidak 
langsung terhadap ekuitas dana pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Hasil 
tersebut mengindikasikan bahwa kedua variabel 
bebas yaitu belanja langsung dan tidak langsung 
memiliki pengaruh terhadap peningkatan 
ekuitas dana pada Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah. 
Sebagaimana diatur dalam Permendagri 
No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan diubah 
kembali dengan Permendagri No. 21 Tahun 
2010, belanja langsung dan belanja langsung 
yang merupakan kelompok dari belanja daerah 
yang diprioritaskan untuk melindungi dan 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 
diwujudkan dalam bentuk peningkatan 
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas 
sosial dan fasilitas umum yang layak serta 
mengembangkan sistem jaminan sosial yang 
diwujudkan melalui prestasi kerja dalam 
pencapaian standar pelayanan minimal sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 
pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 
harus benar-benar cermat dan berpihak pada 
belanja-belanja yang dapat mendorong 
peningkatan kualitas hidup masyarakat di 
daerah karena sumber daya yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah terbatas terutama belanja 
yang dapat meningkatkan nilai dari ekuitas dana 
pemerintah daerah. Persoalannya adalah, 
anggaran pemerintah daerah seringkali 
tersandera oleh kebutuhan untuk membiayai 
belanja-belanja non program karena jumlah 
pegawai yang ada semakin bertambah sehingga 
beban pemerintah daerah akan semakin besar 
pula. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
infrastruktur bagi masyarakat, banyak daerah 
yang mengandalkan dana transfer dari 
pemerintah pusat. 
Ekuitas dana dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005 merupakan kekayaan 
bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. Nilai 
besaran ekuitas dana di neraca pemerintah 
daerah didominasi oleh ekuitas dana investasi 
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yang diperoleh dari nilai aset tetap sebagai hasil 
dari belanja belanja modal, meskipun pada 
belanja langsung juga terdapat belanja yang 
dapat mengakibatkan penambahan nilai ekuitas 
dana tetapi dari hasil penelitian pengaruhnya 
sangat kecil. 
Pengaruh Belanja Langsung Terhadap 
Ekuitas Dana Pada Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tengah 
Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) 
dan pengujian hipotesis sebelumnya 
menunjukkan bahwa belanja langsung 
mempunyai pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap ekuitas dana pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Hasil ini 
didukung pula dengan hasil analisis deskriptif 
dimana terlihat keselarasan antara realisasi 
belanja langsung dengan nilai ekuitas dana 
terutama pada komponen belanja modal. Hasil 
tersebut menggambarkan adanya pengaruh 
belanja langsung terhadap ekuitas dana, dengan 
demikian dapat diartikan bahwa semakin 
tingginya anggaran yang dialokasikan untuk 
belanja langsung maka nilai ekuitas dana akan 
semakin tinggi pula. 
Belanja langsung merupakan bagian dari 
belanja daerah yang dalam struktur APBD 
pemerintah daerah merupakan belanja yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan 
program dan kegiatan dan dapat diukur 
kinerjanya. Jenis belanja pada belanja langsung 
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa serta belanja modal. Belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa dianggarkan untuk 
kegiatan yang keluarannya tidak menambah aset 
daerah. Belanja modal dianggarkan untuk 
kegiatan-kegiatan yang keluarannya menambah 
aset daerah. Belanja pegawai, belanja barang 
dan jasa serta belanja modal dapat dianggarkan 
secara sekaligus untuk mendanai kegiatan dalam 
rangka mencapai prestasi kerja yang ditetapkan. 
Pada pelaksanaan penyusunan APBD, 
pemerintah daerah dianjurkan untuk 
mengalokasikan anggarannya pada belanja-
belanja yang dapat memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat, dalam hal ini pemenuhan terhadap 
ketersediaan sarana dan prasarana umum 
masyarakat sehinga dapat membangkitkan 
investasi daerah yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Dalam konteks pengalokasian anggaran 
tersebut, belanja langsung seyogyanya dapat 
lebih dominan di dalam struktur APBD 
terutama pada sisi belanja modalnya karena 
dengan belanja modal inilah yang nantinya akan 
menaikkan nilai ekuitas dana pemerintah 
daerah. Sebagaimana yang disebutkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa 
ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah 
yang merupakan selisih antara aset dan 
kewajiban pemerintah. Dengan demikian maka 
agar kekayaan bersih yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah dapat lebih tinggi maka 
sudah selayaknya pemerintah daerah dapat 
mengalokasikan anggarannya pada belanja yang 
dapat mendukung peningkatan ekuitas dana 
tersebut. Belanja daerah yang dapat 
meningkatkan nilai ekuitas dana pada 
pemerintah daerah adalah belanja langsung 
terutama yang berkaitan dengan belanja modal 
karena belanja modal akan tercatat sebagai aset 
pemerintah daerah didalam neraca dan aset akan 
dicatat sebagai ekuitas dana yaitu ekuitas dana 
investasi sehingga dengan alokasi belanja 
langsung besar akan meningkatkan pula nilai 
ekuitas dana. 
Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap 
Ekuitas Dana Pada Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tengah 
Belanja tidak langsung juga merupakan 
bagian dari belanja daerah dalam struktur 
APBD tetapi tidak berkaitan langsung dengan 
pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan dan 
tidak dapat diukur outputnya. Pada APBD 
belanja langusng lebih dominan digunakan 
untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS, 
anggota DPRD dan kepala daerah/wakil kepala 
daerah disamping terdapat pula belaja hibah, 
bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan 
belanja bunga. Dalam konteks pengaruhnya 
terhadap ekuitas dana memang tidak sebesar 
dibandingkan dengan belanja langsung. 
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Hasil uji parsial (uji t) dan pengujian 
hipotesis sebelumnya menunjukkan bahwa 
belanja langsung mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap ekuitas dana pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Hasil 
regresi juga memperlihatkan bahwa pengaruh 
belanja tidak langsung terhadap ekuitas dan 
sangat rendah bila dibandingkan dengan 
pengaruh yang diberikan oleh belanja langsung. 
Hal ini disebabkan karena belanja tidak 
langsung merupakan program dan kegiatan non 
investasi, artinya adalah program atau kegiatan 
yang dilaksanakan tidak menambah aset yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah. 
Berkaitan dengan pengaruhnya terhadap 
ekuitas dana, pos belanja dalam belanja tidak 
langsung adalah belanja bunga yang ditujukan 
untuk pembayaran bunga yang merupakan 
kewajiban pemerintah daerah atas pinjaman 
daerah sehubungan dengan adamya investasi 
pemerintah daerah baik dalam penyertaan modal 
maupun dalam pembangunan infrastruktur. 
Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah biasanya berupa pinjaman jangka 
panjang sehingga pemerintah daerah dibebani 
oleh bunga atas pinjaman tersebut maupun 
denda bila terjadi keterlambatan atas 
pembayaran pinjaman.  
Berdasarkan data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa beban anggaran belanja 
tidak langsung pada Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tengah masih cukup tinggi 
dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini 
mengindikasikan bahwa anggaran yang 
seharusnya sebagian besar digunakan untuk 
membiayai pembangunan daerah tergerus oleh 
kebutuhan-kebutuhan pembiayaan pegawai. 
Oleh karena itu dengan semakin tingginya 
anggaran digunakan untuk membiayai belanja 
tidak langsung terutama belanja pegawai 
tentunya akan memperkecil alokasi untuk 
belanja langsung sehingga akan mengakibatkan 
nilai ekuitas dana pemerintah daerah tidak akan 
dapat berkembang. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan belanja langsung dan belanja 
tidak langsung menunjukkan kondisi yang 
menurun, sementara pertumbuhan ekuitas 
dana justru mengalami pertumbuhan yang 
semakin meningkat. 
2. Belanja langsung dan belanja tidak langsung 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap ekuitas dana pada Kabupaten/Kota 
di Sulawesi Tengah. 
3. Belanja langsung berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ekuitas dana pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi. 
4. Belanja tidak langsung berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap ekuitas dana pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi. 
Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian maka sebagai 
pertimbangan untuk Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tengah dapat disarankan sebagai 
berikut: 
1. Lebih memperkokoh pendapatan yang 
berasal dari potensi daerah tanpa harus 
mengandalkan pendanaan dari pusat 
sehingga dapat membantu dalam membiayai 
belanja-belanja di daerah. 
2. Mengalokasikan anggaran lebih kepada 
belanja-belanja yang dapat mendorong 
peningkatan nilai ekuitas dana terutama pada 
ekuitas dana investasi. Oleh karena itu 
belanja modal harus lebih di tingkatkan dari 
pada belanja-belanja yang tidak berkaitan 
dengan penambahan aset. Dengan aset yang 
besar tentunya kekayaan yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah juga akan besar pula. 
3. Mengefisiensikan anggaran belanja pegawai 
dengan melakukan kajian terhadap 
kebutuhan pegawai sehingga dapat diketahui 
apakah pemerintah daerah memang masih 
membutuhkan pegawai atau kelebihan 
pegawai. Hal ini bertujuan agar APBD tidak 
tersandera hanya untuk memenuhi kebutuhan 
belanja pegawai saja. 
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